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KATA PENGANTAR

Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu entitas Pengguna Anggaran/Barang sehingga
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/L.embaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan Pemerintah yang sehat. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis
akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan

akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan,
khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi
pengelolaan keuangan negara pada Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, laporan keuangan ini
juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan

dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 25 April 2017
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal




Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2016 (Audited)
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OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia untuk tahun anggaran
2016 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode
yang berakhir pada tanggal tesebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan
Kementerian/LLembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian

manajemen Ombudsman Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan
informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan
dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak

memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan
keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan terkait lainnya.

Jakarta, 21 April 2017

Pernvataan Telah di Review - viii -
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OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas: Neraca, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagaimana

terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai
dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 25 April 2017
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal

Davansrntana Tamanismnns Tawoak
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|. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2016 ini telah
disusun dan disgjikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntans Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat

di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur
pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.
Redlisas Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2016 merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.525.805.027,00
Redisas Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp126.143.918.276 atau
74,18% dari anggaran daam DIPA sebesar Rpl70.056.252.000,00. Ringkasan Laporan
Realisas Anggaran 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disgjikan sebagai berikut:

TABEL 1
Ringkasan LRA 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(dalam rupiah)
Tahun Anggaran 2016 Tahun Anggaran 2015
URAIAN
Anggaran Realisas Anggaran Realisas
Pendapatan Negara 265.899.133
dan Hibah 0 2.525.805.027 0
;ﬂf‘;’amp'ah 170.056.252.000 | 126.143.918.276 | 135.986.845.000 |  88.951.681.409

2. NERACA
Neraca menggambarkan posis keuangan entitas mengenal aset, kewagjiban, dan ekuitas pada
tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.
Jumlah Aset per 31 Desember 2016 adalah Rp27.696.473.536,00 yang terdiri atas Aset Lancar
sebesar Rp4.155.609.961,00 dan Aset Tetap sebesar Rp23.093.509.152,00 serta Aset lainnya
sebesar Rp447.354.423,00
Jumlah Kewgjiban per 31 Desember 2016 adalah Rp2.004.273.670,00 Sedangkan jumlah
Ekuitas per 31 Desember 2016 adalah Rp25.692.199.866,00.

Ringkasan - 1 -
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Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disgjikan sebagai berikut:

TABEL 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Tanggal Neraca Nilai K enaikan/

31-12-2016 31-12-2015 ‘ (FETUED)
Aset
Aset Lancar 4.155.609.961 5023163513 (867.553.552)
Aset Tetap 23.093.509.152 18.594.365.127 4.499.144.025
Aset Lainnya 447354423 604.355.011 (157.000.588)
Jumlah Aset 27.696.473.536 24.221.883.651 3.474.580.885
Kewajiban
Kewgjiban Jangka Pendek 2.004.273.670 10.573.534.555 (8.569.260.835)
Ekuitas
Ekuitas 25.602.199.866 13.648.349.096 12.043.850.770

Jumlah K ewajiban dan 27.696.473.536 24.221.883.651 3.474.589.885
Ekuitas Dana

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagal unsur pendapatan-L O, beban, surplus/defisit
kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos
luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang
wagar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp0,00 sedangkan jumlah beban operasiona sebesar Rpl113.776.307.078,00 sehingga
terdapat Defisit dari Kegiatan Operasiona senilai Rp(Rp113.776.307.078,00). Kegiatan Non
Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2.259.191.083,00 dan
Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-L O sebesar Rp(111.517.115.995,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyagjikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016
sebesar Rp13.648.349.096,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(111.517.115.995,00)
ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar minus Rp57.146.484,00 dan transaksi antar entitas
senilai Rp123.618.113.249,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016
adalah senilai Rp25.692.199.866,00.

Ringkasan - 2 -
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5. CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan
Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CalLK
dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang
memadai.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas,
yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN).
Sedangkan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyagjikan informasi tentang penjelasan atau daftar
rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disgjikan dalam Laporan Realisas Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CalLK
adalah penyaian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntans
Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar atas laporan keuangan.

Ringkasan - 3 -
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II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam Rupiah)
CATA 31 DESEMBER 2016 31 DES 2015

URAIAN % TASE
TAN ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN NEGARA

DAN HIBAH B.1

» Penerimaan Negara
Bukan Pagjak 2.525.805.027 0,00 265.899.133

Jumlah Pendapatan 2.525.805.027 265.899.133

BELANJA B.2
> Belanja Pegawai 43684173000 | 36.406.259.320 | 8334 | 28.182.048.995
> BelanjaBarang 111321685000 |  76.650.686.922 | 68,86 | 60.255.348.603
> BelanjaModdl 15.050.394.000 | 13.077.972.034 | 86,89 514.283.811

e CO Q 170.056.252,000 | 126.143.918.276 74,18 | 88.951.681.409
| > BelanjaPegawal 5,1 | 43684173000 36406250320 8334 | 28.182.048.995

| > BelanjaBarang g, | 111321685000 | 76659686922 6886 | 60.255.348.603
| > BelanjaModal g3 | 15050394000 13.077.972084 8689 514.283.811

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.

Laporan Redlisas Anggaran - 4 -
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I11. NERACA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DES 2016 31 DES 2015
ASET

ASET LANCAR cl
» Kasdi Bendahara Pengeluaran Cl1 8.874.678 510.620
» KasLainnyadan Setara Kas C.l2 621.065.134 3.196.569.782
» BelanjaDibayar di Muka (prepaid) C.13 2.883.605.758 1.537.174.624
» Piutang Bukan Pgjak C.l4 97.647.995 0
» g;n;a sihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan (488.240) 0
» Piutang Bukan Pajak (Netto) 97.159.755 0
» Persediaan C.15 544.904.636 288.908.487

JUMLAH ASET LANCAR 4.155.609.961 5.023.163.513
ASET TETAP C.2
» Tanah ca1 7.315.400.000 7.315.400.000
» Perdatan dan Mesin c.22 35.608.495.801 27.588.772.634
»  Gedung dan Bangunan c.23 0 118.554.989
» Aset Tetap Lainnya c.24 2.052.544.413 1.175.083.695
» Akumulasi Penyusutan (21.882.931.062) | (17.603.446.191)

ASET LAINNYA

» Aset Tak Berwujud

» AsetLain-lain

» Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya
JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
» Utang Kepada Pihak Ketiga
» Uang Mukadari KPPN
» Utang Jangka Pendek Lainnya

EKUITAS

> Ekuitas

JUMLAH ASET TETAP

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN

23.093.509.152

467.059.234
1.256.377.439
(1.276.082.250)
447.354.423

27.696.473.536

1.374.333.858
8.874.678
621.065.134

2.004.273.670

2.004.273.670

25.692.199.866

25.692.199.866

18.594.365.127

261.834.234
709.926.595
(367.405.818)

604.355.011 |
24.221.883.651

7.400.845.153
510.620

3.172.178.782

10.573.534.555

10.573.534.555 |

13.648.349.096
13.648.349.096

27.696.473.536

24.221.883.651 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan ini.
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V. LAPORAN OPERASIONAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN

CATATAN

(dalam Rupiah)

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
» Pedapatan Negara Bukan Pajak

D.1

D.11

868.800
868.800

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai

Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa

Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih

VVVYVYVYY

D.1.2
D.1.21
D.1.22
D.1.23
D.1.24
D.1.25
D.1.2.6
D.1.2.7

36.308.611.325
1.315.993.171
33.335.005.749
4.289.176.371
33.375.939.340
5.151.092.882
488.240

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL D.1.2 113.776.307.078

Sur plug/(Defisit) dari Kegiatan

28.182.048.995
1.256.324.432
25.533.870.710
2.960.637.819
33.889.913.695
4.381.174.477
0

96.203.970.128

Operasional (D.1.1-D.1.2)
KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non
Lancar

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non
Operasional (D.2.1+D.2.2

D.1 (113.776.307.078)

D.2

D.21

(11.390.068)

2.270.581.151

2. 259 191.083

SURPLUS/DEFISIT LO (D.1+D.2)

111.517.115. 995

(96.203.101.328)

0

(96.203.101.328)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan ini.
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V.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DES 2016 31 DES 2015

EKUITASAWAL El 13.648.349.006 |  21.342.977.889
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (111.517.115.995) | (96.203.101.328)
KOREK S YANG MENAMBAH / £ 3
MENGURANGI NILAI EKUITAS :
> Penyesuaian Nilai Aset E3.1 - (85.013.196)
> Koreks Nilai Aset Tetap Non Revaluas E32 (57.164.484) -
Jumlah Koreks E.3 (57.146.484) (85.013.196)
TRANSAK S| ANTAR ENTITAS E.4
» Ditagihkan ke Entitas Lain E4.1 126.143.918.276 88.951.681.409
» Diterimadari EntitasLain E4.2 (2.525.805.027) (265.899.133)
» Transfer Keluar E.4.3 - (92.296.545)
Jumlah Transaks Antar Entitas E.4 123.618.113.249 88.593.485.731

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
EKUITASAKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)

(E2+E3+E4)

12.043.850.770

(7.694.628.793)

E.5 25.692.199.866 13.648.349.096

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

nt.
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VI.CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM
A.1. DASAR HUKUM

1

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan,;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2005
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010
tentang Standard Reviu atas Peaporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrua Pada Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA
RENCANA STRATEGIS OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA

Sesuai dengan Rencana Strategis Ombudsman Republik
Indonesia tahun 2015 - 2019, viss Ombudsman Republik
Indonesia adalah “Menjadi Pengawas Pelayanan Publik Yang
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Responsif, Kredibel, dan Berkeadilan”.

Dalam rangka mewujudkan vis tersebut, ditetapkan mis

Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan  publik  yang  bebas
maladministrasi.

2. Meningkatkan  efektivitas  penyelesaian  laporan
masyarakat.

3.  Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI.

4. Meningkatkan dukungan manajemen.

Dalam rangka mewujudkan vis dan melaksanakan misi,

ditetapkan tujuan strategis Ombudsman Republik Indonesia

sebagai berikut :

1. Tewujudnya pelayanan  publik yang  bebas
maladministrasi.

2. Meningkatnya  efektivitas  penyelesaian  laporan
masyarakat.

3.  Meningkatnya kualitas pelayanan Ombudsman RI.

Meningkatnya dukungan manajemen.

Pendapatan A.3. PENDAPATAN OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA

Ombudsman  Republik  Indonesia  tidak  mempunyal
Penerimaan Negara Bukan Pgjak (PNBP) yang berasal dari
pel aksanaan tugas dan fungsi.

Di dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 Ombudsman Republik
Indonesia tidak mencatumkan estimasi pendapatan.

Realisass PNBP Ombudsman Republik Indonesia sampai
dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.525.805.027,00 yang
terdiri atas Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran
yang Lalu.

Dibandingkan dengan 31 Desember 2015 dengan realisasi
terdiri atas PNBP berupa Penerimaan kembali belanja lainnya
RM TAYL sebesar Rp265.899.133,00.

Catatan atas L aporan Keuangan - 9 -



Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2016 (Audited)

Belanja

A4

Perbandingan realisasi pendapatan Negara dan Hibah
Ombudsman Republik Indonesia 31 Desember Tahun
Anggaran 2016 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
disgjikan sebagai berikut :

TABEL 3

PERBANDINGAN PENDAPATAN
31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

URAIAN REALISASI PNBP ‘ KENAIKAN/
PENDAPATAN ‘(pENURUNAN)

2016 ‘ 2015

Pengembalian Belanja
Lainya Tahun 2.525.805.027|265.899.133
Anggaran yang Lalu

Pendapatan lain-lain 0 0

: 0
JUMLAH 2.525.805.027/265.899.133]  2.259.905.894

BELANJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Redisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2016 adalah
Rp126.143.918.276,00 atau 74,18% dari anggaran sebesar
Rp170.056.252.000,00 yang keseluruhannya bersumber dari
belanja rupiah murni. Realisasi belanja tersebut terdiri atas
belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Rincian realisasi belgja Anggaran 31 Desember Tahun
Aggaran 2016 dibandingan dengan 31 Desember Tahun
Anggaran 2015 disajikan sebagai berikut :

TABEL 4
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA
31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

REALISAS| BELANJA ‘ KENAIKAN/
KD URAIAN BELANJA
2016 2015 (PENURUNAN)

51 [Belanja Pegawai 36.406.259.320| 28.182.048.995 8.224.210.325
52 BelanjaBarang 76.659.686.922| 60.255.348.603 16.404.338.319
53 BelanjaModal 13.077.972.034 514.283.811 12.563.688.223

JUMLAH 126.143.918.276 88.951.681.409 37.192.236.867
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Komposis Realisas Belanja Ombudsman Republik Indonesia
31 Desember 2016 dan 2015 di sgjikan pada grafik berikut ini:

GRAFIK 1.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA
31 DESEMBER 2016 dan 2015

76.659.686.922

60.255.348.603

13.077.972.276

514.283.811

BELANJA BELANJA BELANJA
PEGAWAI BARANG MODAL

Pendekatan A.5. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN
Penyusunan
Laporan Keuangan KEUANGAN

Laporan Keuangan 31 Desember 2016 merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pada
Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntans Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA) dan Sistem Informasi Mangemen dan Akuntans
Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAl dirancang untuk
menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri
dari Laporan Redlisass Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan
SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi
aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan
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dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan

mangjerial lainnya.

SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas:

1

Laporan Readlisas Anggaran

Laporan Redisasi Anggaran disusun berdasarkan
penggabungan Laporan Realisas Anggaran seluruh
entitas akuntansi Ombudsman Republik  Indonesia.
Laporan Redlisass APBN terdiri atas Pendapatan Negara
dan Hibah dan Belanja.

Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas
akuntans Ombudsman Republik Indonesia dan disusun
berdasarkan SAI.

Laporan Operasiond

Laporan Operaisonal menygjikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya
yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode laporan.

. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyagjikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Catatan atas L aporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi
tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan,
penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disgjikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan
Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Data BMN yang disgikan dalam neraca ini telah
seluruhnya diproses melalui SSIMAK-BMN.
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XES:{;';? A.6. KEBIJAKAN AKUNTANS

Laporan Redlisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas
yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada
Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.
Penygjian aset, kewgjiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak
atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat
kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.
Penyusunan dan penygjian Laporan Keuangan 31 Desember
Tahun 2016 mengacu pada Standar Akuntans Pemerintahan
(SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans
Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan
Keuangan Ombudsman Republik Indonesia telah diterapkan
kaidah-kai dah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan

Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia adalah:

Pendapatan- (1) Pendapatan-LRA
LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat.
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas
Umum Negara (KUN).

Akuntans Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disgjikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.
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Pendapatan-LO

Belanja

Beban

(2) Pendapatan-LO

3)

(4)

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan/atau pendapatan direaliasas, yaitu adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus
pengakuan pendapatan-LO pada Ombudsman Republik
Indonesia berasal dari Kegiatan Non-operasional yaitu dari
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran
Yang Lalu.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran). Pendapatan disgjikan menurut

klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara
(KUN) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban
atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disgjikan di
muka (face) laporan keuangan menurut Kklasifikas
ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan
Keuangan, belanja disgjikan menurut klasifikasi organisas

dan fungsi.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potens
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.
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Aset

Aset Lancar

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya
konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa.

Beban disgjikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja
dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisas dan
fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki olen pemerintah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosia
di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
aasan sgarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak
termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di
dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada
saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset
Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang
diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri atas kas,
piutang, dan persediaan.

Kas disgikan dalam neraca menggunakan nilai
nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disgjikan
dalam neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia (Bl) padatanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang
timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat
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Investasi

keputusan penagihannya.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasiona pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;
harga dandar apabila  diperoleh  dengan
memproduksi sendiri dan;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila
diperoleh  dengan cara lainnya  seperti

donasi/rampasan.

. Investas

Investasi adalah aset untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau
manfaat sosid sehingga dapat  meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investas
jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investas
jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun
waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang
adalah investas yang dimaksudkan untuk dimiliki
selama lebih dari setahun.

Investass jangka panjang dibagi menurut sifat
penanaman investasinya, yaitu non permanen dan

permanen.

1) Investasi Non Permanen
Investass non permanen adalah investasi jangka
panjang yang tidak termasuk dalam investas

permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara
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tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya
bukan penyertaan modal saham melainkan berupa
pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk
pembiayaan investasi perusshaan negaral daerah,
pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.
Investasi Non Permanen meliputi :
Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari
dana  pinjaman  luar  negeri yang
diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan
Agreement (SLA) dan dana dalam negeri
dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI)
dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
yang dipinjamkan kepada BUMN/ BUMD
dan Pemda.
Seluruh dana pemerintah yang diberikan
dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada
pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota
Keompok Swadaya Masyarakat (KSM),
nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan
(LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/
Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau
nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
2) Investasi Permanen
Investas Permanen adalah investas jangka panjang
yang dimaksudkan untuk dimiliki  secara
berkelanjutan. Investas permanen dimaksudkan
untuk mendapatkan dividen atau menanamkan
pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.
Investass permanen meliputi seluruh Penyertaan
Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara,
lembaga internasional dan badan usaha lainnya yang
bukan milik negara. Penyertaan Modal Negara
(PMN) pada badan usaha atau badan hukum lainnya
yang sama dengan atau lebih dari 51% disebut
sebagai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Hukum
Milik Negara (BUMN/ BHMN). Penyertaan Modal
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Aset Tetap

Negara (PMN) pada badan usaha atau badan hukum
lainnya yang kurang dari 51% (minoritas) disebut
sebagai Non BUMN. Penyertaan Moda Negara
(PMN) dapat berupa surat berharga (saham) pada
suatu perseroan terbatas dan non surat berharga,
yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham
pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investas jangka panjang diprioritaskan
menggunakan metode equitas. Jika suatu investas
bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau
terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka
digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
Investas dalam bentuk pinjaman jangka panjang
kepada pihak ketiga dan non earning asset atau
hanya sebagal bentuk partispas daam suatu
organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-
lembaga keuangan internasional, menggunakan
metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan
kurs tengah Bl pada tanggal transaksi. Pada setiap
tanggal neraca, pos investas dalam mata uang asing
dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tengah Bl padatanggal neraca.

C. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Nilai aset tetap disgikan berdasarkan harga perolehan

atau hargawajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisas sebagai berikut:

(&) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin
serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah).
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Piutang Jangka
Panjang

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan, yang
nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisas tersebut, diperlakukan sebagai
biaya kecuai  pengeluaran  untuk  tanah,
jalanfirigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh
tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak
tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka
Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TPITGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari
penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada
pegawai pemerintah yang dinila sebesar nilai nomina
dari  kontrak/berita acara penjuadan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang
telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar
saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang
karena lala atau perbuatan melawan  hukum
mengakibatkan kerugian Negara/ daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan
terhadap pegawai negeri atau bukan pegawa negeri
bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara
sebagal akibat langsung ataupun tidak langsung dari
suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan
oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan

tugasnya.
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Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam
Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-
lain.

Aset Tak Berwujud (ATB) disgjikan sebesar nilai tercatat
netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi
akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan
atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak
dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka
Amortisas Barang Milik Negara berupa Aset Tak
Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum
tabel masa manfaat adalah sebagai berikuit:

Kelompok Aset Tak Berwujud Masa M anfaat
(tahun)

Software Komputer 4
Franchise 5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain 10
Industri, Rahasia Dagang

Hak Ekonomis Lembaga Penyiaran, Paten 20
Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman

Semusim

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan 25

Varietas Tanaman Tahunan

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. 1, Hak Ekonomi 50
Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser
Fonogram

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. | 70
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Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan,
kewgjiban muncul antara lain karena penggunaan sumber
pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan,
entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.
Kewgjiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan
pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban
dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuens dari
kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Kewgjiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban
jangka pendek dan kewsajiban jangka panjang.
a. Kewagjiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagal kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.
Kewgjiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka , Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,
Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.
b. Kewgjiban Jangka Panjang
Kewgjiban diklasifikasikan sebagai kewgjiban jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewgjiban pemerintah pada saat pertama kali transaks
berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi
pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs
mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan
nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai
tercatat kewajiban tersebut.
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Ekuitas

Kebijakan

Akuntansi atas
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih

(7)

(8)

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selish antara aset dengan
kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari
ekuitas disgjikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan Akuntans atas Penyishan Piutang Tidak
Tertagih

Penyishan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang
harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang
berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas
piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo
dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondis masing-masing
piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang
Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga
dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur
sebagai berikut:
GRAFIK 2.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Kualitas __
Penyisihan

Piutang

Belum dilakukan pelunasan s.d.
tanggal jatuh tempo

Satu bulan terhitung sejak tanggal
Kurang . )
Surat Tagihan Pertama tidak 10%
Lancar
dilakukan pelunasan
Satu bulan terhitung sejak tanggal
Diragukan | Surat Tagihan Keduatidak 50%
dilakukan pelunasan
Macet 1 Satu bulan terhitung sejak 100%

tanggal Surat Tagihan
Ketigatidak dilakukan
pelunasan

2. Piutang telah diserahkan
kepada Panitia Urusan
Piutang Negaraé DJKN
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Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan Aset
Tetap

(9) Kebijakan Akuntans atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset
Tetap pada sdluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan
mulai tahun 2014, sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari
suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap
Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat
dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola
Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanyanilai residu.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman  Keputusan Menteri Keuangan Nomor
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum
tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 6

TABEL 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap ‘ M asa M anfaat ‘
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
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Informasi
Pendapatan dan
Belanja Akrual

(10)

Informas Pendapatan dan Belanja Akrual

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntans
Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat, satuan
kerja pada kementerian/ lembaga selaku Unit Akuntans
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) menygjikan informasi
pendapatan dan belanja secara akrua berdasarkan data
akrual pada tanggal pelaporan. Informasi pendapatan dan
belanja secara akrua merupakan suplemen yang dilampirkan
pada laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa
pengguna Angaran (UAKPA) Tahunan.

Informasi pendapatan secara akrual diperoleh dari redlisas
pendapatan berbasis kas dan disesuaikan dengan transaks
pendapatan akrual, sedangkan belanja secara akrual
diperoleh dari redlisas belanja berbasis kas disesuaikan

dengan transaks belanja akrual.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri atas :

a. Pendapatan yang masih harus diterima disgjikan sebagai
penambahan pada informasi pendapatan secara akrual
dan sebagai piutang pada neraca.

b. Pendapatan diterima dimuka disgjikan sebagai pengurang
pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai
kewgjiban jangka pendek pada neraca.

Transaksi belanja secara akrual terdiri atas:

a. Belanja yang masih harus dibayar disgikan sebagai
penambah pada informasi belanja secara akrual dan
sebagal kewsjiban jangka pendek pada neraca.

b. Belanja dibayar dimuka disgikan sebagai pengurang
pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang

pada neraca.
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Basis Akuntansi

Dasar
Pengukuran

A.7.

A.8.

BASISAKUNTANSI

Ombudsman RI menerapkan basis akrua dalam penyusunan
dan penygjian Neraca, Laporan Operasiona, dan Laporan
Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan
penygjian Laporan Readlias Anggaran. Basis Akrua adalah
basis akuntanss yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaks atau peristiwa lainnya pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah di
tetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiagp pos dalam laporan
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Ombudsman RI
dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah
dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat
sebesar pengel uaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nila waar dari imbalan yang diberikan untuk
memperoleh aset tersebut. Kewsgjiban dicatat sebesar nilai
wagar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah
untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran
pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonvers
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
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Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp 2.525.805.027

B. PENJELASAN ATASPOS-POSLAPORAN REALISASI
ANGGARAN
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Readlisas Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2016 addah Rp2.525.805.027,00 yang merupakan sisa
anggaran tahun yang lalu.

Rincian Estimas Pendapatan dan Redisasinya dapat dilihat dalam Tabel
7 berikut ini:

TABEL 7.
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember TA 2016

2016

ANGGARAN REALISASI % REALISASI

URAIAN

1. Penegrimaan Kembali
Belanja Lainnya 2.525.805.027
TAYL

Jumlah — 2.525.805. 027

Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember
2016 dan 31 Desember 2015 menunjukkan bahwa redisas pendapatan
dari PNBP pada 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 849,91
persen dari realisasi pendapatan PNBP 31 Desember Tahun Anggaran

2015.

TABEL 8.
Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

REALISAS| REALISASI %
S 31-12-2016 | 31-12-2015 | Naik (Turun)

1. Penerimaan Kembali
Belanja Lainnya 2.525.805.027 265.899.133 849,91
TAYL

Jumlah Pendapatan 2.525.805.027 265.899.133 849,91

Pendapatan pada Ombudsman RI merupakan penerimaan kembali
belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu sertatemuan atas audit Badan
Pemeriksa K euangan Tahun Anggaran sebelumnya yang telah di setorkan
ke Kas Negara selama tahun 2016. Daftar rincian PNBP Tahun 2016
(lihat lampiran pendukung).
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Realisasi Belanja
Negara
Rp 126.143.918.276

B.2. Belanja Negara

Redisas belanja Ombudsman Republik Indonesia pada 31 Desember
Tahun Anggaran 2016 adalah Rpl126.143.918.276,00 atau 74.18% dari
anggaran senilai Rp170.056.252.000,00. Rincian Anggaran dan realisas
belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2016 disgjikan pada Tabel Berikut:

Rincian Anggaran Dan Reali;giill_a%a 31 Desember Tahun Anggaran 2016
URAIAN ANGGARAN REALISAS %

Belanja Pegawai 43.684.173.000 36.406.259.320 | 83,34

BelanjaBarang 111.321.685.000 76.659.686.922 | 68,86

BelanjaModal 15.050.394.000 13.077.972.034 | 86,89

Total Belanja 170.056.252.000 126.143.918.276

Komposis anggaran dan redisasi belanja 31 Desember TA 2016 dapat
dilihat pada grafik berikut ini:

GRAFIK 2.

Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2016

B Anggaran
0O Redlisas

76.659.686.922
15.050.394.000

13.077.972.276

BELANJA BELANJA BARANG BELANJA MODAL
PEGAWAI

Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa redisas belanja pada 31
Desember Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar 41,81
persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember Tahun

Anggaran 2015.

Kenaikan Realisas Belanja disebabkan oleh:
1. Penambahan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Ombudsman

Republik Indonesia, dalam rangka mendukung rencana kerja strategis.
2. Penambahan kegiatan substansi sesuai dengan RPIMN 2015-2019.
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TABEL 10.
Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

JENIS REALISASI REALISASI )
BELANJA 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 = Naik(Turun)

Belanja Pegawai 36.406.259.320 28.182.048.995 29,18
BelanjaBarang 76.659.686.922 60.255.348.603 27,22
BelanjaModal 13.077.972.034 514.283.811 244295

Jumlah Belanja 126.143.918.276 88.951.681.409 )

_ . B.2.1. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai

Rp36.406.259.320 Realisas Belanja Pegawai Ombudsman Republik Indonesia pada
31 Desember Tahun Anggaran 2016 meliputi: Belanja Ggji dan
Tunjangan PNS; Belanja Ggji dan Tunjangan Pegawai Non PNS;

dan Belanja Honorarium.

Redlisas Belanja Pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2016
dan 31 Desember Tahun Anggaran 2015 masing-masing sebesar
Rp36.406.259.320,00 dan Rp28.182.048.995,00 dan terdapat
pengembalian belanja pegawal atas pembulatan gaji PNS sebesar
Rp3.500.454, sebagaimana disgjikan dalam tabel berikut :

TABEL 11.
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

REALISAS REALISASI % (Naik/

JENISBELANJA 31 Desember >

31 Desember 2016 2015 Turun)
Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS 6.568.340.752 5.920.258.943 9,86
BelanjaHonorarium 11.162.945.040 7.817.994.566 29,96
Belanja Pegawai
(Tunjangan 18.678.473.982 14.443.808.852 23,04
Khusus/K egiatan)

Ul e ) 36.409.759.774 | 28.182.062.361 ,
Kotor

Pengembalian
Belanja Pegawai

(3.500.454) (13.366) (99.61)

Jumlah Belanja 36.406.250.320 |  28.182.048.995
Bersh
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Berdasarkan Tabel tersebut readlisass belanja pegawa 31
Desember Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar
2259% dari redlisasi belanja pegawa 31 Desember Tahun
Anggaran 2015.

Hal ini disebabkan antaralain oleh:

1. Adanya kenaikan status kepegawaian dari Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sebanyak 76 orang pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal
Ombudsman Republik Indonesia.

2. Adanya kenaikan status kepegawaian dari Calon Asisten (CA)
menjadi Asisten Pratama di lingkungan Ombudsman Republik
Indonesia.

3. Pendidikan dan Pelatihan bagi Insan Ombudsman RI.

4. Kenaikan besaran Insentif bagi Asisten Ombudsman RI.

5. Kenaikan Penghasilan K etua dan Anggota Ombudsman RI.
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Belanja Barang B.2.2. BelanjaBarang

RorbesReRe gz Redlisas Belanja Barang 31 Desember 2016 dan 31 Desember
Tahun Anggaran 2015 masing-masing sebesar
Rp 76.659.686.922,00 dan Rp 60.255.348.603,00.
Terdapat pengembalian sisa perjaanan dinas sebesar
Rp2.893.528.382,00
Berdasarkan Tabel 12 Redlisas Belanja Barang 31 Desember
2016 mengalami kenaikan 27,22% dari Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2015. Ha ini disebabkan antara lain adanya
penambahan Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik

Indonesia

TABEL 12.
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2016 dan 2015

URAIAN JENIS REALISASI REALISASI % NAIK
BELANJA 31 Desember 2016 31 Desember 2015 | (TURUN)

Belanja Barang

. 6.510.270.451 4.482.926.740 45,22
Operasional

Belanja barang

persediaan 2.900.329.751 799.749.175 | 262,65

Belanja Barang Non 10.780.248.339 5.296.272.839 | 10354

Operasional
Belanja Jasa 18.422.554.038 13.278.364.218 38,74
Belanja Pemeliharaan 4.790.809.103 2.508.121.936 91,01

Belanja Perjaanan

Dalam Negeri 35.415.834.416 34.170.590.153 3,64

Belanja Perjaanan

Luar Negeri 733.169.206 592.257.877 23,79

Jumlah Belanja
Kotor

Pengembalian Belanja | (2.893.528.382) (872.834.335) | 231,51

79.553.215.304 61.128.282.938 30,14

Jumlah Belanja

. 76.659.686.922 60.255.448.603 27,22
Bersih
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Belanja Modal
Rp13.077.972.034

B.2.3. BelanjaModal

Redisas Belanja Moda 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2015 masing-masing sebesar Rpl13.077.972.034,00 dan
Rp514.283.811,00.

Redisas Belanja Modal 31 Desember Tahun Anggaran 2016
mengalami peningkatan pesat sebesar 2.442,94% dibandingkan
Realisas BelanjaModal 31 Desember Tahun Anggaran 2015.

Kenaikan ini disebabkan:

1. Pembenahan Ruang Kerja Kantor Pusat Ombudsman RI.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Kantor Pusat.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Kantor Perwakilan.
4. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat).

TABEL 13.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

REALISAS L&ﬂ
31-12-2016 31-12-2015

% (NAIK
ITURUN)

Kendaraan

Bermotor 206.802.961 (100)

Belanja Moda
Peralatan dan 12.820.847.034 307.480.850 4.069,64
Mesin

BelanjaModa
Gedung dan
Bangunan

Pengembalian

BelanjaModa
Lainnya
Jumlah Belanja
Kotor

257.225.000

13.078.072.034 514,283,811

(100.000) (100.000)

Belanja Modal

élérn!iih Belanja 13.077.972.034 514,183,811 244294

Pengembalian Belanja Modal sebesar Rp100.00,00 adalah
merupakan kelebihan penyetoran ke Kas Umum Negara melalui
Sistem Informasi PNPB  Online (SIMPONI) dengan
menggunakan akun BelanjaModal.
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Aset Lancar
Rp4.155.609.961

Kasdi
Bendahara
Pengeluaran
Rp8.874.678

C. PENJELASAN ATASPOS- POSNERACA

C.1. Aset Lancar
Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-
masing sebesar Rp4.155.609.961,00 dan Rp5.023.163.513,00
Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan
atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sgak tanggal

pelaporan.
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 disgjikan pada tabel berikut

TABEL 14.
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

\[@) ASET LANCAR 31 DESEMBER 2016 31 DESEMBER 2015

1 | Kasdi Bendahara Pengeluaran 8.874.678 510.620
2 Kas Lainnya dan Setara Kas 621.065.134 3.196.569.782
3 Belanja Dibayar di Muka 2.883.605.758 1.537.174.624
4 Piutang Bukan Pajak 97.647.995 0
5 Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Piutang Bukan Pajak (488.240) 0
6 Piutang Bukan Pajak (Netto) 97.159.755 0
7 Persediaan 544.904.636 288.908.487
Jumlah | 4.155.609.961 | 5.023.163.513

C.1.1. Kasdi Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp8.874.678,00 dan
Rp510.620,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di
bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa
UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke
Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 15.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2016

1 SisaUP 2.952.192

2 Sisa TUP 5.922.486

8.874.678

Sisa UP sebesar Rp2.952.192,00 telah disetorkan ke kas negara pada
tanggal 21 Januari 2017 dengan NTPN C91D38B1CBL8PVUP dan
Sisa TUP sebesar Rp5.922.486,00 telah disetorakan ke kas negara pada
tanggal 21 Januari 2017 dengan NTPN 67D478BOEVOTO2UP .
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Kas Lainnya dan
Setara Kas

Rp621.065.134

C.1.2. KasLainnya dan Setara Kas

Merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab
Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa sddlan UP/TUP yang
belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara
per tanggal neraca. Ombudsman Republik Indonesia memiliki Kas
Lainnya dan Setara Kas bersumber dari Pungutan Pajak dan sisa uang
L S Perjalanan Dinas yang belum disetor per tanggal neraca.

Resalisas Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015
masing-masing sebesar Rp.621.065.134,00 dan Rp3.196.569.782,00.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun
Anggaran 2016 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini:

TABEL 16.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2016

NO JENIS 31 DESEMBER 2016 31 DESEMBER 2015

Pungutan Pajak
1 Yang Belum 4.193.158 70.125.879
Disetor
SisalLS
Perjalanan Dinas
yang Belum
Disetor
Tiket Pesawat
Perjalanan Dinas
3 Y ang Belum di - 862.366.407
Bayar Kepada
Travel
Setoran Sisa Uang
4 Persediaan ke Kas i 7 340,000
Negara yang
Belum Dilaporkan
Setoran Sisa Uang
5 | Persedien keKas - 17.051.000
Negarayang
Belum Dilaporkan
6 Uang lain-lain 258.800

616.613.176 2.239.686.496

621.065.134 3.196.569.782

Sisa Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp621.065.134 telah
disetorkan ke Kas Umum Negara (KUN) dengan rincian (lihat lampiran
pendukung).
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gdanli(a Dibayar C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
Imuka
Rp2.883.605.758

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015 masing-masing adalah Rp2.883.605.758,00 dan
Rpl1.537.174.624,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang
masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai
akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani
anggaran tahun anggaran berjalan namun barang/jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka disgjikan dalam tabel berikut :

TABEL 17.
Rincian Belanja Dibayar di Muka (prepaid) 31 Desember 2016 dan 2015

JENIS 31 DESEMBER 2016 | 31 DESEMBER 2015

1 Pembayaran Sewa 1.617.424.244 918.832.777
Kendaraan

2 Pembayaran Sewa 1.266.181.514 618.341.847
Gedung Kantor

2.883.605.758 1.537.174.624

Piutang  Bukan C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Pajak

Rp97.647.995
Piutang Bukan Pgjak adalah piutang yang berasal dari penerimaan
negara bukan pagjak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode
laporan keuangan. Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember
2016 adalah Rp97.647.995,00 yang merupakan kelebihan pembayaran
Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Ombudsman RI, masing-masing sebesar Rp.76.583.400,00
dan Rp21.064.595,00. Rincian Piutang Bukan Pgjak per 31 Desember

2016 disgjikan pada tabel berikut:

TABEL 18.
Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016

31 DESEMBER 2016

1 Piutang atas Kelebihan 76.583.400
Pembayaran Uang Makan
2 Piutang atas Kelebihan 21.064.595
Pembayaran Tunjangan Kinerja
Piutang Bukan Pajak 97.647.995
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang (488.240)
Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak (Netto) 97.159.755
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Persediaan
Rp544.904.636

Aset Tetap
Rp23.093.509.152

C.1.5. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-
masing adalah Rp544.904.636,00 dan Rp288.908.487,00. Persediaan
merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies)

pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung

kegiatan operasiona dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31
Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disgjikan padatabel berikut:

TABEL 19.

Rincian Persediaan

URAIAN

JUMLAH

Saldo Akhir 31/12/2016

C.2. Aset Tetap

Saldo Awal 01/01/2016 288,908,487
Mutasi Tambah:

Belanja TA 2016 2,900,329,751
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset 80,599,987
Mutasi Kurang:

Beban Persediaan TA 2016 1,329,879,101
Kesalahan Menggunankan Akun 521811 676,252,950
Beban Penyesuaian Nilai Aset 335,823,863
K esalahan Menggunankan Akun 521811 untuk Pembelian Snack 382,977,675

544,904,636

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing
tersgji sebesar Rp23093.509.152,00 dan Rp18.594.365.127,00 Aset Tetap yang

disgjikan merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap
Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

disgjikan padatabd berikut:

TABEL 20.

Rincian Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

NO ‘ ENIS ‘ 31 DESEMBER2016 31 DESEMBER 2015
Tanah 7.315.400.000 7.315.400.000
2 | Peralatan dan Mesin 35.608.495.801 27.588.772.634
3 Gedung dan Bangunan 118.554.989
Aset Tetap Lainnya 2.052.544.413 1.175.083.695
Jumlah | 44.976.440.214 36.197.811.318
¢;$u|@ Penyusutan Aset (21.882.931.062) (17.603.446.191)
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Tanah
Rp7.315.400.000

Peralatan dan
MesinRp35.5608.
495,801

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia merupakan
transfer dari BPKP Perwakilan DI Yogyakarta seluas 895 m? dan
Sumatera Barat 2.188 m? untuk mendukung kegiatan operasiona
Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sesua dengan Berita
Acara Serah Terima Nomor : BAST-350/SU/05/2014 Tangga 24
Februari 2014. Nilai tanah keseluruhan yang dimiliki Ombudsman
Republik Indonesia sebesar Rp 7.315.400.000,00. Tanah tersebut
sudah memiliki gambar gedung (blue print) tetapi belum di bangun
kerena Kketerbatasan kesediaan anggaran Ombudsman Republik
Indonesia. Nilai tanah per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel
20 berikut ini:

TABEL 21.
Nilai Tanah 31 Desember Tahun 2016
NO ‘ PERWAKILAN ‘ 31 Desember 2015
1 DI Yogyakarta 4.689.800.000
2 Sumatera Barat 2.625.600.000

Jumlah 7.315.400.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015
adalah Rp35.608.495.801,00 dan Rp27.588.772.634,00. Akumulas
Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar
Rp21.882.931.062,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan
adalah sebesar Rp13.725.564.739,00. Mutas nilai peralatan dan mesin
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 22.
Mutasi Peralatan dan Mesin 31 Desember Tahun 2016
URAIAN JUMLAH

Nilai Perolehan per 31 Des 2015 27.588.772.634
M utas tambah:

Pembelian 12.566.747.293
Mutasi kurang:

Penghentian aset dari penggunaan (4.547.027.126)
Saldo per 31 Desember 2016 35.608.495.801
gglub[nulas Penyusutan s.d. 31 Desember (21.882.931.062)

Nilai Buku per 31 Desember 2016 13.725.564.739
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Gedung dan
Bangunan RpO

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin
berupa penambahan dari pembelian perdatan dan mesin sebesar
Rp12.566.747.293,00 dan pengurangan Sebesar minus
Rp4.547.027.126,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia
merupakan aset untuk mendukung kegiatan operasional Kantor
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di DI Y ogyakarta dalam
rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Gedung dan
bangunan tersebut diperoleh transfer dari BPKP Perwakilan DI
Y ogyakarta dengan nilai Rp118.554.989,00.

Gedung dan Bangunan yang dimiliki tersebut sudah tidak layak
digunakan dan harus dilakukan penghapusbukuan. Sebelum dilakukan
penghapusbukuan harus dilakukan penilaian asset oleh Dinas Cipta
Karya Kabupaten Sleman. Pada Tahun 2016 sudah di lakukan
perubahan kondisi menjadi rusak berat sehingga nilai pada Neraca atas
Gedung dan Bangunan tersebut menjadi nihil.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dapat dilihat
pada Tabel berikut ini:

TABEL 23.
Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2016

URAIAN JUMLAH

Saldo Awal 01 Januari 2016 118.554.989

M utasi tambah:
Pembelian
Transfer Masuk
Reklasifikasi
Mutas kurang:
Penghentian aset dari penggunaan (118.554.989)
Penghapusan -
Saldo per 31 Desember 2016

Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember
2016

Nilai Buku per 31 Desember 2016 ‘

|
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ﬁi;gap C.2.4. Aset Tetap Lainnya
Rp2.052.544.413 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigas dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31
Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp2.052.544.413,00 dan
Rp1.175.083.695,00.

Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel
berikut:

TABEL 24.
Mutas Aset Tetap Lainnya

URAIAN JUMLAH

Saldo per 01 Januari 2016 1.175.083.695
Mutas tambah:

Pembelian 805.697.728
Koreksi Nilai 71.762.990
Mutas kurang:

Koreks nilai

Saldo per 31 Desember 2016 | 2.052.544.413 |

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 ]

Nilai Buku per 31 Desember 2016 | 2.052.544.413 |

Akumulasi C.2.5. Akumulas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset

Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah
Rp(21.882.931.06

2)p( Rp(21.882.931.062,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan

kontra akun Aset Tetap yang disgikan berdasarkan pengakumulasian
atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat Aset Tetap

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016
disgjikan padatabel berikut :

TABEL 25.
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

ASET NILAI AKUMULAS
MO TETAP PEROLEHAN PENYUSUTAN RLAHEELSS
1 | Tanah 7.315.400.000 - 7.315.400.000
2 I\P/Iegl Fa]tan dan 35.608.495.801 21.882.931.062 | 13.725.564.739
Gedung dan
Bangunan
Aset Tetap

Lainnya

2.052.544.413 - 2.052.544.413

Jumlah 44.976.440.214 21.882.931.062 | 23.093.509.152
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Aset Lainnya
Rp447.354.423

Aset Tak Berwujud
Rp467.059.234

C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015 adalah Rp447.354.423,00 dan Rp604.355.011,00. Aset
Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset
lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disgjikan pada tabel berikut:

TABEL 26.
Rincian Aset Lainnya

URAIAN 31 DESEMBER 2016 31 DESEMBER 2015

Aset Tak Berwujud 467.059.234 261.834.234
Aset Lain-lain l 256.377.439 709 926.595

Jumlah 1. 723 436.673 971 760.829

Akumulas Penyusutan/Amortisasi
ooz | (a6
Nilai Buku
er 31 DESEMBER 2016 447.354.423 604.355.011

C.3.1. Aset Tak Berwujud
Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015 adal ah Rp467.059.234,00 dan Rp261.834.234,00.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada
Ombudsman Republik Indonesia berupa software yang digunakan
untuk menunjang operasional kantor.
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 disgjikan pada tabel

berikut:
TABEL 27.
Rincian Aset tak Berwujud
NO. ‘ URAIAN NILAI
Saldo 31 Desember 2015 261.834.234
1 Pembelian Software 205.225.000

Jumlah 31 Desember 2016 467.059.234

Terdapat penambahan nilai terhadap Aset Tak Berwujud berupa
Software sebesar Rp205.225.000,00 sampai dengan 31 Desember 2016.
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Aset Lain-Lain
Rp1.256.377.439

Akumulas
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(1.276.082.250)

C.3.2. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
adalah Rpl.256.377.439,00 dan Rp709.926.595,00 yang merupakan
barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan
tidek lagi digunakan dalam operasiona Ombudsman Republik
Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain sebagai berikut:

TABEL 28.
Rincian Aset Lain-lain

SALDO PER 31 DESEMBER 2015 709.926.595

Mutasi Tambah:

Reklasifikasi dari aset tetap 547.898.490
Mutas Kurang:

Penggunaan kembali BMN yang dihentikan -
Penghapusan BMN 1.447.646

Saldo per 31 Desember 2016 1.256.377.439

Terdapat penambahan nilai terhadap Aset Lain-lain sampai dengan 31
Desember 2016 akibat reklasifikasi dari aset tetap dan pengurangan
akibat penghapusan BMN.

C.3.3. Akumulas Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amosrtisasi Aset Lainnya per 31
Desember 2016 addah  Rp(1.276.082.250,00).  Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset
Lainnya yang disgjikan berdasarkan pengakumulasian/pengamortisasian
atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lannya per
31 Desember 2016 disgjikan padatabel berikut :

TABEL 29.
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

AKUMULASI

ASET NILAI
PENYUSUTAN/
LAINNYA  PEROLEHAN L LY
AMORTISAS]
1 | AsetTak 467.059.234 187.013.89 280.045.338
Berwujud
2 ’L*asetrj] Lain- 1.256.377.439 1.089.068.354 167.300.085

1.723.436.673 1.276.082.250 447.354.423
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Kewajiban Jangka
Pendek
Rp2.004.273.670

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp1.374.333.858

C.4. Kewajiban Jangka Pendek
Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
sebesar Rp2.004.273.670,00 dan Rpl10.573.534.555,00. Kewagjiban Jangka
Pendek merupakan kelompok kewgjiban yang diharapkan segera diselesaikan

dalam

waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian

Kewgjiban Jangka Pendek pada Ombudsman Republik Indonesia per 31
Desember 2016 disgjikan padatabel berikut :

TABEL 30.
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(\[o} Uraian Nilai

1 Utang Kepada Pihak Ketiga 1.374.333.858
2 Uang Muka dari KPPN 8.874.678
3 Utang Jangka Pendek Lainnya 621.065.134

Jumlah ‘ 2.004.273.670

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Ombudsman RI per 31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rpl.374.333.858,00 dan
Rp7.400.845.153,00. Utang Kepada Pihak Ketiga adalah Suatu
kewgjiban diklasifikasikan sebagai kewsgjiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan. Terdapatnya Utang Kepada Pihak
Ketiga Ombudsman Republik Indonesia adalah akibat belum
terbayarkannya tagihan-tagihan yang sudah selesai pekerjaannya
sampai dengan tanggal neraca, disgjikan padatabel berikut :

TABEL 31.
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

SALDO PER 31 DESEMBER 2015 7.400.845.153 ‘
Pengur angan:

Pembayaran Utang Tahun 2015 (7.062.465.153)
Koreks Tagihan Utang Tahun 2015 (82.710.000)
Sisa Utang Tahun 2015 255.670.000
Penambahan:

Utang Tahun 2016 1.118.663.858

Saldo per 31 Desember 2016 1.374.333.858 ‘

Total Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rpl.374.333.858,00
merupakan pengurangan dari pembayaran utang tahun 2015 sebesar
Rp7.062.465.153,00 dan  koreksi tagihan utang  sebesar
Rp82.710.000,00 sesuai dengan Adendum pada saat pembayaran.
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Uang Muka dari
KPPN
Rp8.874.678

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp621.065.134

Ekuitas
Rp25.692.199.866

Penambahan Utang di Tahun 2016 sebesar Rp1.118.663.858,00 telah di
revieu dan di verifikasi oleh bagian Pengawasan Internal Ombudsman
Republik Indonesia.

Daftar rincian Utang Kepada Pihak Ketiga (lihat lampiran pendukung).

C.4.2. Uang Mukadari KPPN

Saldo uang muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2015 masing-masing sebesar Rp8.874.678,00 dan Rp510.620,00. Uang
Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) dan tambahan uang
persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerjayang masih
berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal
pelaporan. Saldo uang muka dari KPPN pada tanggal pelaporan
disgjikan pada L aporan K euangan Ombudsman Republik Indonesia.
Uang Muka dari KPPN merupakan kontra akun dari Kas di Bendahara
Pengeluaran.

C.4.1. Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2015 masing-masing  sebesar Rp621.065.134,00  dan
Rp3.172.178.782,00. Merupakan utang yang harus diselesaikan
pembayarannya dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kontra akun dari Kas
Lainnya dan Setara Kas dimana Utang Jangka Pendek Lainnya ini
muncul karena adanya uang pungutan pajak yang belum sempat disetor
per tanggal neraca, sisa LS yang belum di setorkan ke Kas Negara per

tanggal neraca dan uang lain-lain pada Bendahara Pengel uaran.

C.5. Ekuitas
Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih
antara aset dan kewgjiban. Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2015 adalah masing-masing  sebesar  Rp25.692.199.866,00 dan
Rp13.648.349.096,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disgikan dalam
Laporan Perubahan Ekuitas.
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Surplug/(Defisit) dari
Kegiatan Operasional
Rp113.776.307.078

Pendapatan Negara
Bukan Pajak

RpO

Beban Operasional
Rp113.776.307.078

D. PENJELASAN ATASPOSPOSLAPORAN OPERASIONAL
D.1. Surplug/(Defisit) dari Kegiatan Operasional
Surplug/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2016 dan 2015
masi ng-masing minus Rp113.776.307.078,00 dan minus
Rp96.203.101.328,00. Jumlah Tahun 2016 tersebut merupakan selisih
antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban
Operasional sebesar Rp113.776.307.078,00.

D.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Operasional Ombudsman Republik Indonesia merupakan
Pendapatan Negara Bukan Pagjak yang berasal dari Pendapatan Denda
K eterlambatan Penyel esaian Pekerjaan Pemerintah.
Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk 31 Desember Tahun 2016
dan 31 Desember Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00
dan Rp868.800,00.

D.1.2 Beban Operasional
Jumlah Beban Operasiona Tahun 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp113.776.307.078,00 dan Rp96.203.970.128,00. Jumlah
tersebut merupakan redisasi beban yang terjadi dalam rangka

pelaksanaan kegiatan operasiona. Rincian Beban Operasional Tahun
2016 dan 2015 disgjikan pada Tabd berikut ini:

TABEL 30.

Rincian Beban Operasional 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

JENISBEBAN 31 Desember 2016 31 Desember 2015 ° u'\r'ﬁnk
Beban Pegawai 36.308.611.325 28.182.048.995 28,84
Beban Persediaan 1.315.993.171 1.056.324.432 475
Beban Barang dan Jasa 33.335.005.749 25.533.870.710 30,55
Beban Pemeliharaan 4.289.176.371 2.960.637.819 24,87
Beban Perjalanan Dinas 33.375.939.340 33880913695 | (L52)
Beban Penyusutan dan 5.151.092.882 4381174477 | 1757
Amortisasi
Beban Penyisihan

488.240 0 0

Piutang Tak Tertagih
113.776.307.078 96.203.970.128
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gggg_‘gggg&“l’i e D.1.2.1 Beban Pegawai
Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang
maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah
Beban Pegawa untuk 31 Desember Tahun 2016 dan 31 Desember
Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp36.308.611.325,00 dan
Rp28.182.048.995,00
Rincian Beban Pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
TABEL 31.
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
JENISBEBAN 31Tl?Ae32eOr22er 315%?? NO;O' k
(Turun)
Efl%a” Gaji danTunjangan 6.491.757.352 5.920.258.943 9,65
Beban Honorarium 11.162.945.040 7.817.994.566 42,79
E%ggligez?/;agumangan 18.657.400.387 |  14.443.808.852 20,17
Jumlah Beban Kotor 36.312.111.779 28.182.062.361 \ 28,85
Eggi‘;ba”a“ Beban (3.500.454) (13.366) | 26.089,24
Jumlah Beban Bersih 36.308.611.325 28.182.048.995 22,59
ggtf‘é‘lgggsgﬁl'g‘i‘” D.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas

barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi
baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban
Persediaan pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp1.315.993.171,00 dan Rpl.256.324.432,00.
Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2015 adalah sebagai berikut:

TABEL 32.
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2016 dan 2015

31 Desember 31 Desember %
JENISBEBAN 2016 2015 Naik (Turun)

Beban Per sediaan
Konsumsi 1 315.993.171 1 256.324.432 4 75

Total l 315.993.171 l 256.324.432 4 75
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Beban Barang dan Jasa
Rp33.335.005.749

Beban Pemeliharaan

Rp4.289.176.371

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang-Barang dan jasa-
jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan
Jasa 31 Desember Tahun 2016 dan 31 Desember Tahun 2015 adalah
masi ng-masing sebesar Rp33.335.005.749,00 dan Rp25.533.870.710,00.
Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2016 dan 31

Desember 2015 adalah sebagai berikut:

JENISBEBAN

TABEL 33.
Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2016 dan 2015

31 Desember

TA 2016

31 Desember

TA 2015

%
Naik
(Turun)

Jumlah Beban Barang dan

Jasa

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Keperluan 5.759.909.348 3.989.107.097 44,39
Perkantoran

Beban Pengiriman Surat

Dinee Pos Pt 633.981.570 0 0
Beben Honor Operasiona 526.420.000 342.270.000 53,80
Satuan Kerja

Beban Bahan 6.031.735.273 162.339.164 | 3.615,51
Beban Horor Output 1.495.457.500 1.267.727.500 17,96
Kegiatan

Behan Barang Non 3.332.141.684 4234561675 |  (21,31)
Operasional Lainnya

Beban Langganan Listrik 1.864.399.241 1.179.120.075 58,12
Beban Langganan Telepon 630.886.197 326.080.456 93,48
Beban Langganan Air 161.688.079 85.529.905 89,04
Beben |angganan Daya dan 536.793.691 434.986.397 23,40
Jasa Lainnya

Beban Jasa Konsultan 20.000.000 0 0
Beban Jasa Pos dan Giro 0 437.422.503 0
Beban Sewa 8.216.752.691 5.992.852.054 37,11
Beban Jasa Profes 2.027.143.500 953.447.000 | 112,61
Beban Jasa Lainnya 2.097.696.975 6.127.570.924 | (65.77)
Beban Aset Ekstrakomtabel

Poratotan den Modn 0 855.960 0

30,55

33.335.005.749 25.533.870.710

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam
kondis normal. Beban pemeliharaan 31 Desember 2016 dan 31
Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.289.176.371,00 dan
Rp2.960.637.819,00.

Rincian beban pemeliharan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2015 adalah sebagai berikut:
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TABEL 34.
Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

%
JENISBEBAN 31TDA201ger 31TDA201ger Naik
(Turun)

Beban Pemdliharaen Gedungdan | 5 57 8159565 | 1238423604 | 8554
Bangunan

Beban Pemeliharaan Peralatan 1.977.476876 | 1711165312 | 1556
dan Mesin

Beban Persediaan Bahan untuk 13.820.930 11.048.903 | 2508
Pemeliharaan

Beban Persediaan suku cadang 65.000 0

Jumlah Beban Pemeliharaan 4.289.176.371 2.960.637. 819

Beban PerjalananDinas D 1.2.5 Beban Perjalanan Dinas
Rp33.375.939.340

Beban Perjdanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk

perjdlanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan
jabatan. Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2015 adalah masing-masing sebesar Rp 33.375.939.340,00 dan
Rp33.889.913.695,00. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31
Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adal ah sebagai berikut:

TABEL 35.
Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2016
dan 31 Desember 2015
%
30 Desember 31 Desember .
JENISBEBAN TA 2016 TA 2015 INETLS
(Turun)
Beban Perjalanan Biasa 21142276101 |  31.974.344.818 (33.87)
Beban Perjalanan Dinas 6.229.145.395 1.303.811.000 377,76

Paket Meeting Dalam Kota

Beban Perjalanan Dinas 5.351.591.706 19.500.000 27.344,06
Paket Meeting Luar Kota

Beban Perjalanan Luar
Negeri

652.926.138 592.257.877 10,24

Jumlah Beban Perjalanan 33.375.939.340 33.889.913.695 (0,17)
Dinas
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ien*gft‘i;zﬂwﬂan dan D.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisas
Rp5.151.092.862 Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable

assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban

Amortisas digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat
ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan
Amortisas untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp5.151.092.882,00 dan Rp4.381.174.477,00.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisas untuk 31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

TABEL 36.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisass 31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015
31 Desem 31 Desem
JENISBEBAN TA 2016 TA 2015 Nalk
(Turun)

Beban Penyusutan Peralatan dan 5.053.233.444 4.370.268.885 | 1562

Mesin

Beban Penyusutan Gedung dan 1.259.647 2.519.294 | (50,00)

Bangunan

Beban Amortisasi Software 59.023.558

Beban Amortisasi Aset Tak 6.008.660

Berwujud yang Tidak Digunakan

Beban Penyusutan Aset Tetap 31.567.573 8.386.298 | 276,41

yang Tidak Digunakan

Jumlah Beban Penyusutandan | ¢ 159 195 ggo 4.381.174.477 0,52
Amortisas

Beban Penyisihan D.1.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Piutang Tak Tertagih
Rp488.240 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan
dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang
dilakukan pemerintah.

Beban Penyishan Piutang Tidak Tertagih tahun 2016 berasa dari
Piutang Bukan Pagjak atas kelebihan Pembayaran Uang Makan dan
Tunjangan Kinerja PNS Ombudsman RI. Jumlah Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih untuk 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp488.240,00.
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Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember
2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 37.
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2016
| :

31 Desember 31 Desember Naik
TA 2016 TA 2015
(Turun)

Beban Penyisihan Piutang Tak 488.240
Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih

JENISBEBAN

488.240

D.2. Surplug/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Surplug/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015
masing-masing sebesar minus Rp2.259.191.083,00 dan Rp0,00. Jumlah
Suplug/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 sebesar minus
Rp2.259.191.083,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Pelepasan
Aset Non Lancar sebesar minus Rp11.390.068,00 dan Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.270.581.151,00.
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E. PENJELASAN ATASPOS-POSLAPORAN PERUBAHAN

EKUITAS
Ekuitas Awal E.1. Ekuitas Awal
Rp13.648.349.096
Jumlah Ekuitas Awa per 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp13.648.349.096,00 dan Rp21.342.977.889,00.
surplug/(Defisit) LO E.2. Surplus (Defisit) LO

Rp(111.517.115.995)
Jumlah Surplug/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar minus Rp111.517.115.995,00
dan minus Rp96.203.101.328,00. Jumlah tersebut merupakan selish
kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah
dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos L aporan Operasional.

Koreks Yang E.3. Koreks Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas
Menambah/Mengura

ngi) Nilai Ekuitas ; N .
(Ro57.146.484) Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas per 31

Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar minus Rp57.146.484,00 dan
Rp85.013.196,00. Jumlah per 31 Desember 2016 dan 2015 tersebut

terdiri atas:
TABEL 38.
Rincian Koreks Y ang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas 31 Desember
2016 dan 31 Desember 2015

URAIAN 31 Des 2016 \ 31 Des 2015

Penyesuaian Nilai Aset - (85.013.196)
Koreks Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (57.146.484) -
(57.146.484) |  (85.013.196) |

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

RpO Jumlah Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2016 dan 2015
adalah sebesar Rp0,00 dan Rp(85.013.196). Penyesuaian Nilai
Aset merupakan hasil penyesuaian nilai perolehan persediaan
akibat penerapan kebijakan akuntansi, yaitu persediaan dinila

Penyesuaian Nilai
Aset Tahun Berjalan

dengan menggunakan harga pembelian/perolehan terakhir. Pada
tahun 2015, penyesuaian nilai persediaan diakui sebagai koreksi
nilai ekuitas, sedangkan pada tahun 2016 diakui sebagai bagian
dari surplus/(defisit) LO.
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Koreks Nilai Aset
Tetap Non Revaluas
Rp(57.146.484)

E.3.2. Koreks Nilai Aset Tetap Non Revaluas
Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluas per 31
Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar minus
Rp57.146.484,00 dan Rp0,00.

TABEL 39.
Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2016
URAIAN JUMLAH

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluas 263.609.034

Koreksi Nilai Aset LainnyaNon Revaluasi (320.755.518)

(57.146.484)

Koreksi berasa dari Jurnal Transekss Mutas Barang Milik
Negara pada aplikasi SIMAK-BMN dan koreks atas kesalahan
pencatatan nilai perolehan Aset Tak Berwujud yang
perolehannya berasal dari tahun sebelumnya, dan koreksi
sebagai akibat dari penerapan amortisasi Aset Tak Berwujud.

g?,':%kg Antar E.4. Transaks Antar Entitas
nutas

Rp123.618.113.249 Jumlah Transaks Antar Entitas per 31 Desember 2016 dan 2015

masing-masing sebesar Rp123.618.113.249,00 dan
Rp88.593.485.731,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember
2016 dan 2015 tediri atas:

TABEL 40.
Rincian Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

URAIAN 31 Des 2016 31 Des 2015

Ditagihkan Ke Entitas Lain 126.143.918.276 88.951.681.409
Diterimadari Entitas Lain (2.525.805.027) (265.899.133)
Transfer Keluar - (92.296.545)

123.618.113.249 88.593.485.731

E.4.1. Ditagihkan ke EntitasLain

LDn_agi hkan ke Entitas
R2T26-143-918-276 Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rpl126.143.918.276,00 dan
Rp88.951.681.409,00. Jumlah per 31 Desember 2016
merupakan realisas belanja yang telah di terima pembayarannya
dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai

dengan 31 Desember 2016.
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Diterima dari Entitas E.4.2. Diterimadari EntitasLain
Lai L. . . .
Rzl(r;_.szs.sos.ozn Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2016 dan

2015 masing-masing sebesar minus Rp2.525.805.027,00 dan
minus Rp265.899.133,00. Jumlah per 31 Desember 2016
merupakan penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran
Yang Lalu serta temuan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan
Tahun Anggaran sebelumnya yang telah di setorkan ke Kas
Negara selama tahun 2016.

. . E.5. Ekuitas Akhir
Ekuitas Akhir
Rp25.692.199.866 Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar Rp25.692.199.866,00 dan Rp13.648.349.096,00. Jumlah per 31
Desember 2016 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu
selish antara nilai Aset sebesar Rp27.696.473.536,00 di kurangi nilai
Kewsajiban sebesar Rp2.004.273.670,00.
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F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Pengungkapan Penting Lain-Lain sebagai berikut :

1. Sampai dengan per 31 Desember 2016 terdapat reviss RKAKL sebanyak
limakali yaitu:

Revisi | tanggal 8 Maret 2016

Revisi Il tanggal 30 Mei 2016

Revisi 111 tanggal 01 Agustus 2016
Revisi IV tanggal 20 September 2016
Revis V tanggal 28 November 2016

2. Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas satu satker,
yaitu Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (439624) dan
menggunakan Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN.

3. Ombudsman Republik Indonesia mengelola satu rekening atas nama
Bendahara Pengeluaran Ombudsman Republik Indonesia di Bank Negara
Indonesia (BNI) Kantor Cabang Harmoni Setneg dengan No. Rekening
96543728.
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:17 PM

Tons | pemcmaan NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
0.0 115612 Piutang dari KPPN 43,912,333,724 0
0.0 219711 Utang Kepada KUN 2,525,805,027 0
2.0 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS 0 4,706,425,000
2.0 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 102,000
2.0 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 0 358,180,000
2.0 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS 0 87,300,000
2.0 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS 0 515,900,000
2.0 511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 350,000,000
2.0 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS 0 223,810,000
2.0 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS 0 399,775,000
2.0 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS 0 1,233,787,000
2.0 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS 0 286,858,000
20 511332 Allotment Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 0 732,000,000
2.0 512111 Allotment Belanja Uang Honor Tetap 0 13,051,588,000
2.0 512211 Allotment Belanja Uang Lembur 0 79,664,000
20 512411 ﬁg(;tigz?]t) Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ 0 20,735,076,000
2.0 512412 Allotment Belanja Pegawai Transito 0 923,708,000
2.0 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran 0 6,199,145,000
20 521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 1,398,080,000
20 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 546,360,000
2.0 521211 Allotment Belanja Bahan 0 10,464,698,000




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:17 PM

Tons | pemcmaan NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
2.0 521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan 1,874,570,000
20 521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.509,227,000
20 521811 AIIotment_BeIanja Barang Persediaan Barang 3,641,715,000
Konsumsi
2.0 522111 Allotment Belanja Langganan Listrik 2,202,720,000
2.0 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon 862,320,000
2.0 522113 Allotment Belanja Langganan Air 375,360,000
20 529119 Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1,104.120,000
2.0 522121 Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro 0
2.0 522131 Allotment Belanja Jasa Konsultan 0
2.0 522141 Allotment Belanja Sewa 10,637,310,000
2.0 522151 Allotment Belanja Jasa Profesi 3,111,550,000
2.0 522191 Allotment Belanja Jasa Lainnya 4,204,322,000
20 523111 g\!?]tgrr;ir;tnBelanja Pemeliharaan Gedung dan 2.891,217,000
20 523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,093.530,000
2.0 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa 34,147,383,000
20 504114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 8,348.870,000
Dalam Kota
20 524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 9,599.840,000
Luar Kota
2.0 524211 Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1,109,348,000
2.0 532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14,778,149,000
2.0 533111 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
2.0 536111 Allotment Belanja Modal Lainnya 272,245,000




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:17 PM

Tons | pemcmaan NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
30 423952 \P(Zggrli_rgﬁjan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran 0 2.525,777.351
30 423958 iﬁggggﬁa;laﬁgrtgilli Belanja Lain-lain Tahun 0 27676
3.0 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4,452,397,620 0
3.0 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 69,146 0
3.1 511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 454
3.0 511121 Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 235,944,244 0
3.0 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 57,585,588 0
3.0 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 429,190,000 0
3.1 511123 Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS 0 540,000
3.0 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 40,637,034 0
3.0 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 229,539,120 0
3.0 511129 Belanja Uang Makan PNS 880,178,000 0
3.0 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 242,800,000 0
3.1 511151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS 0 2,960,000
3.0 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 732,000,000 0
3.0 512111 Belanja Uang Honor Tetap 11,162,945,040 0
3.0 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 17,946,473,982 0
3.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5,354,733,462 0
3.1 521111 Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran 0 2,616,600
3.0 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 629,116,989 0
3.0 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 526,420,000 0




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:17 PM

Tons | pemcmaan NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
3.0 521211 Belanja Bahan 5,788,631,155 0
3.0 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,470,540,000 0
3.1 521213 Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan 0 89,382,500
3.0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,521,077,184 0
3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,900,329,751 0
3.0 522111 Belanja Langganan Listrik 1,864,175,645 0
3.0 522112 Belanja Langganan Telepon 629,838,489 0
3.0 522113 Belanja Langganan Air 161,678,579 0
3.0 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 535,922,065 0
3.0 522141 Belanja Sewa 9,109,161,785 0
3.0 522151 Belanja Jasa Profesi 2,216,758,500 0
3.1 522151 Pengembalian Belanja Jasa Profesi 0 9,015,000
3.0 522191 Belanja Jasa Lainnya 3,905,018,975 0
3.0 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2,367,846,040 0
3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,422,963,063 0
3.0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,163,744,885 0
3.1 524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa 0 2,021,468,784
30 504114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.342,626.600 0
31 504114 Eﬂzr;gtjiirgt[))aalilgrr;Blgl)?:ja Perjalanan Dinas Paket 0 132,931,205
3.0 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5,909,462,931 0
31 524119 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket 0 557,871,225

Meeting Luar Kota




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:17 PM

KODE KODE
TRANS | PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5

3.0 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 733,169,206 0
31 524211 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 0 80,243,068
3.0 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12,820,847,034 0
3.1 532111 Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 100,000
3.0 536111 Belanja Modal Lainnya 257,225,000 0

JUMLAH

175,479,185,863

175,479,185,863




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017

Tons | pemcmaan NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5

0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 2,706,732 0
0 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 6,167,946 0
0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 621,065,134 0
0 114112 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) 2,883,605,758 0
0 115212 Piutang Lainnya 97,647,995 0
0 116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya 0 488,240
0 117111 Barang Konsumsi 544,904,636 0
0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 0 0
0 117114 Suku Cadang 0 0
0 117911 Persediaan yang Belum Diregister 0 0
0 131111 Tanah 7,315,400,000 0
0 132111 Peralatan dan Mesin 35,608,495,801 0
0 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister 0 0
0 133111 Gedung dan Bangunan 0 0
0 135111 Aset Tetap Renovasi 2,003,807,288 0
0 135121 Aset Tetap Lainnya 48,737,125 0
0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 21,882,931,062
0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 0
0 162151 Software 467,059,234 0




NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Tgl. Cetak 23/04/2017
KODE KODE
TRANS | PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5

0 166112 Aset Tgtap yang tidak digunakan dalam Operasi 961,680,039 0
Pemerintahan

0 166113 Aset Ta_k Berwujud yang tidak digunakan dalam 294.697,400 0
Operasional Pemerintahan

0 166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister 0 0

0 169122 AI_(umuIaS| Penyusutan As_et Tetap yang Tidak 0 890,294,514
Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 187,013,896

0 169318 A_kumula5| Amortisasi As_et Tak Bervv_u1ud yang tidak 0 198,773,840
digunakan dalam Operasional Pemerintahan

0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 1,118,663,858

0 212113 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar 0 0

0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 255,670,000

0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 8,874,678

0 219913 Utang Jangka Pendek Lain-lain 0 616,871,976

0 219961 U_tang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum 0 4.193,158
Disetor

0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 126,143,918,276

0 313121 Diterima dari Entitas Lain 2,525,805,027 0

0 391111 Ekuitas 0 13,648,349,096

0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 263,609,034

0 391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 320,755,518 0

3 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran 0 2525777351
Yang Lalu

3 423958 Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun 0 27676
Anggaran Yang Lalu

3 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 80,599,987




NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Tgl. Cetak 23/04/2017
T | pemcmaan NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5
3 511111 Beban Gaji Pokok PNS 4,452,397,620 0
3 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 69,146 0
3 511121 Beban Tunj. Suami/lstri PNS 235,944,244 0
3 511122 Beban Tunj. Anak PNS 57,585,588 0
3 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 429,190,000 0
3 511125 Beban Tunj. PPh PNS 40,637,034 0
3 511126 Beban Tunj. Beras PNS 229,539,120 0
3 511129 Beban Uang Makan PNS 803,594,600 0
3 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 242,800,000 0
3 511332 Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara 732,000,000 0
3 512111 Beban Uang Honor Tetap 11,162,945,040 0
3 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 17,925,409,387 0
3 521111 Beban Keperluan Perkantoran 5,762,525,948 0
3 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 633,981,570 0
3 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 526,420,000 0
3 521211 Beban Bahan 6,031,735,273 0
3 521213 Beban Honor Output Kegiatan 1,584,840,000 0
3 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 3,332,141,684 0
3 522111 Beban Langganan Listrik 1,864,399,241 0
3 522112 Beban Langganan Telepon 630,886,197 0




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017

T | pemcmaan NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
3 522113 Beban Langganan Air 161,688,079
3 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 536,793,691
3 522131 Beban Jasa Konsultan 20,000,000
3 522141 Beban Sewa 8,216,752,691
3 522151 Beban Jasa Profesi 2,036,158,500
3 522191 Beban Jasa Lainnya 2,097,696,975
3 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2,297,813,565
3 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,977,476,876
3 524111 Beban Perjalanan Biasa 23,163,744,885
3 504114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.362,076.600
3 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5,909,462,931
3 524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 733,169,206
3 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 5,053,233,444
3 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1,259,647
3 592115 Beban Amortisasi Software 59,023,558
s | soouan |Bebmnamorias acet Tk Bennc yeng
o | o |Been Pertan Peryusutan st Tempyano s 677
3 593111 Beban Persediaan konsumsi 1,315,993,171
3 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 13,820,930
3 593114 Beban Persediaan suku cadang 65,000




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017

T | pemcmaan NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5

3 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 335,823,863 0
3 594212 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 488,240 0
3 596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset 11,390,068 0
3 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 0 454
3 511123 Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS 0 540,000
3 511151 Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS 0 2,960,000
3 521111 Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran 0 2,616,600
3 521213 Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan 0 89,382,500
3 522151 Pengembalian Beban Jasa Profesi 0 9,015,000
3 524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa 0 2,021,468,784
3 504114 E(;?agnin&t;?gan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 0 132,931,205
3 524119 Esgrgﬁrgtgalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 0 557,871,225
3 524211 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 0 80,243,068

JUMLAH

170,723,085,478

170,723,085,478




LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA

(DALAM RUPIAH)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA $§2§g§’.‘“ s P
Halaman 01
Prg ID :lap_Ira_face_Kkl
2016 2015

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI gf@;ﬁfi&ggﬂ&% % ANGGARAN REALISASI gf@;‘ﬁ)’f"\lggfﬁN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A |PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 0 0
PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 2,525,805,027 (2,525,805,027) 0 0 265,899,133 (265,899,133) 0
PENERIMAAN HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 2,525,805,027 (2,525,805,027) 0 0 265,899,133 (265,899,133) 0
B |BELANJA 0 0
BELANJA PEGAWAI 43,684,173,000 36,406,259,320 7,277,913,680 83 32,767,632,000 28,182,048,995 4,585,583,005 86
BELANJA BARANG 111,321,685,000 76,659,686,922 34,661,998,078 69 94,132,172,000 60,255,348,603 33,876,823,397 64
BELANJA MODAL 15,050,394,000 13,077,972,034 1,972,421,966 87 9,087,041,000 514,283,811 8,572,757,189 6
31E',I&ﬁ|’\(13JA PEMBAYARAN KEWAJIBAN 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA SUBSIDI 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA LAIN-LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH BELANJA (B | + B II) 170,056,252,000 126,143,918,276 43,912,333,724 74 135,986,845,000 88,951,681,409 47,035,163,591 65
C [PEMBIAYAAN 0 0




NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016 DAN 2015

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

(DALAM RUPIAH)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:16 PM

JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
NAMA PERKIRAAN
2016 2015 Jumlah %
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 8,874,678 510,620 8,364,058 1,638.02
Kas Lainnya dan Setara Kas 621,065,134 3,196,569,782 (2,575,504,648) (80.57)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) 2,883,605,758 1,537,174,624 1,346,431,134 87.59
Piutang Bukan Pajak 97,647,995 0 97,647,995 0.00
E;r;)a&han Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan (488,240) 0 (488,240) 0.00
Piutang Bukan Pajak (Netto) 97,159,755 0 97,159,755 0.00
Persediaan 544,904,636 288,908,487 255,996,149 88.61
JUMLAH ASET LANCAR 4,155,609,961 5,023,163,513 (867,553,552) (17.27)
ASET TETAP
Tanah 7,315,400,000 7,315,400,000 0 0.00
Peralatan dan Mesin 35,608,495,801 27,588,772,634 8,019,723,167 29.07
Gedung dan Bangunan 0 118,554,989 (118,554,989) (100.00)
Aset Tetap Lainnya 2,052,544,413 1,175,083,695 877,460,718 74.67
Akumulasi Penyusutan (21,882,931,062) (17,603,446,191) (4,279,484,871) 24.31
JUMLAH ASET TETAP 23,093,509,152 18,594,365,127 4,499,144,025 24.20
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 467,059,234 261,834,234 205,225,000 78.38
Aset Lain-lain 1,256,377,439 709,926,595 546,450,844 76.97
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (1,276,082,250) (367,405,818) (908,676,432) 247.32
JUMLAH ASET LAINNYA 447,354,423 604,355,011 (157,000,588) (25.98)
JUMLAH ASET 27,696,473,536 24,221,883,651 3,474,589,885 14.34
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 1,374,333,858 7,400,845,153 (6,026,511,295) (81.43)
Uang Muka dari KPPN 8,874,678 510,620 8,364,058 1,638.02
Utang Jangka Pendek Lainnya 621,065,134 3,172,178,782 (2,551,113,648) (80.42)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2,004,273,670 10,573,534,555 (8,569,260,885) (81.04)
JUMLAH KEWAJIBAN 2,004,273,670 10,573,534,555 (8,569,260,885) (81.04)
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 25,692,199,866 13,648,349,096 12,043,850,770 88.24
JUMLAH EKUITAS 25,692,199,866 13,648,349,096 12,043,850,770 88.24
JUMLAH EKUITAS 25,692,199,866 13,648,349,096 12,043,850,770 88.24
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 27,696,473,536 24,221,883,651 3,474,589,885 14.34




LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Kode Lap :LO.KL
Tanggal :23/04/17 11:15 PM
Halaman :1
Prg ID lap_lo_kI
URAIAN 2016 2015 Pﬁiﬁﬂm%\l (%)
KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0
Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang 0 0 0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Cukai 0 0 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0
Pendapatan Bea Keluar 0 0 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 0 868,800 (868,800) (100)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 0 868,800 (868,800) (100)
PENDAPATAN HIBAH 0 0 0
Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan 0 868,800 (868,800) (100)
BEBAN OPERASIONAL 0 0 0
Beban Pegawai 36,308,611,325 28,182,048,995 8,126,562,330| 28.836
Beban Persediaan 1,315,993,171 1,256,324,432 59,668,739| 4.749
Beban Barang dan Jasa 33,335,005,749 25,533,870,710 7,801,135,039| 30.552
Beban Pemeliharaan 4,289,176,371 2,960,637,819 1,328,538,552| 44.873
Beban Perjalanan Dinas 33,375,939,340 33,889,913,695 (513,974,355)| (1.517)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 0 0 0
Beban Bunga 0 0 0
Beban Subsidi 0 0 0
Beban Hibah 0 0 0




LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

(dalam rupiah)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap :LO.KL
Tanggal
Halaman :2

: 23/04/17 11:15 PM

Prg ID lap_lo_kl
URAIAN 2016 2015 Pﬁ'}'ﬁ&% (%)
Beban Bantuan Sosial 0 0 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 5,151,092,882 4,381,174,477 769,918,405| 17.573
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 488,240 0 488,240
Beban Lain-Lain 0 0 0
JUMLAH BEBAN 113,776,307,078 96,203,970,128 17,572,336,950( 18.266
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (113,776,307,078) (96,203,101,328) (17,573,205,750)| 18.267
KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (11,390,068) 0 (11,390,068) 0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 0 0 0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 11,390,068 0 11,390,068
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2,270,581,151 0 2,270,581,151
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2,606,405,014 0 2,606,405,014
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 335,823,863 0 335,823,863
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 2,259,191,083 0 2,259,191,083
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (111,517,115,995) (96,203,101,328) (15,314,014,667)| 15.918
POS LUAR BIASA 0 0 0
Beban Luar Biasa 0 0 0
POS LUAR BIASA 0 0 0
SURPLUS/DEFISIT - LO (111,517,115,995) (96,203,101,328) (15,314,014,667)| 15.918




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Kode Lap :LPE.KL
Tanggal  :23/04/17 11:16
Halaman :1
Prg ID s lap_lpe_kI
URAIAN 2016 2015 PléIlE\INLJAI;\!Ll?IA\\IIXII\I (%)
EKUITAS AWAL 13,648,349,096 21,342,977,889 (7,694,628,793) | (36.052)
SURPLUS/DEFISIT-LO (111,517,115,995) (96,203,101,328) (15,314,014,667)| 15.918
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 0 0 0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS (57,146,484) (85,013,196) 27,866,712| (32.779)
PENYESUAIAN NILAI ASET 0 (85,013,196) 85,013,196 (100)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0 0
SELISIH REVALUASI ASET 0 0 0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI (57,146,484) 0 (57,146,484) 0
LAIN-LAIN 0 0 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 123,618,113,249 88,593,485,731 35,024,627,518( 39.534
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 12,043,850,770 (7,694,628,793) 19,738,479,563| (256.52
EKUITAS AKHIR 25,692,199,866 13,648,349,096 12,043,850,770 88.2433




BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor: BAR-209632/WPB.11/KP.182/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah
diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara
Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca
sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2016.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan
Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No. Uraian SIAP SAIl Perbedaan
1 | Pagu Belanja 170,056,252,000 170,056,252,000 0
2 | Belanja 129,041,047,112 129,041,047,112 0
3 | Pengembalian Belanja -2,897,128,836 -2,897,128,836 0
4 | Estimasi Pendapatan Bukan Pajak 0 0 0
5 | Pendapatan Bukan Pajak 2,525,805,027 2,525,805,027 0
6 | Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak 0 0 0
7 | Pengembalian Pajak 0 0 0
8 | Mutasi Uang Persediaan 8,364,058 8,364,058 0
9 | Kas di Bendahara Pengeluaran 8,874,678 8,874,678 0
10 | Kas pada Badan Layanan Umum 0 0 0
11 | Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran
lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih
ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,

Kuasa Pengguna Anggara

Setiyono
NIP.197311161996021001

Drs. Budiono Widagdo, SH, M.Si
NIP.195807101983031001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



Laporan Hasil Rekonsiliasi
UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Lampiran |

Berita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-209632/WPB.11/KP.182/2016
Tanggal : 10/01/2017

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SAU sampai dengan bulan Desember tahun anggaran
2016 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Pagu Anggaran
SAU : 170,056,252,000
SAI/SA-BUN : 170,056,252,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak

SAU -0
SAI/SA-BUN : O

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

. Laporan Realisasi Belanja

SAU © 129,041,047,112
SAI/SA-BUN : 129,041,047,112

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

. Pengembalian Belanja

SAU : -2,897,128,836
SAI/SA-BUN : -2,897,128,836

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SAU . 2,525,805,027
SAI/SA-BUN : 2,525,805,027

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SAU -0
SAI/SA-BUN : O

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

. Pengembalian Pajak

SAU -0
SAI/SA-BUN : O

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
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Lampiran |

Berita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-209632/WPB.11/KP.182/2016
Tanggal : 10/01/2017

8. Mutasi Uang Persediaan
SAU : 8,364,058
SAI/SA-BUN : 8,364,058
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SAU : 8,874,678
SAI/SA-BUN : 8,874,678
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SAU : 0
SAI/SA-BUN : 0O
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SAU : 0
SAI/SA-BUN : O
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara, An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggara

Drs. Budiono Widagdo, SH, M.Si
NIP.195807101983031001

Setiyono
NIP.197311161996021001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah
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JL. HR RASUNA SAID KAV. C13 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
TELP. (021) 52960907 FAX : (021) 52960907
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